GUBFR‘QUR SULAWESI TENGGARA
- PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR {# TAHUN 2021 .
TENTANG

| PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
- NOMOR 2 TAHUN ANGGARAN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA ’
TAHUN ANGGARAN 2021 ' ’ '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Méhimbahg . a. bahwa untuk melaksanakah ketentuan Pasal 164

. ' ~Ayat (2) Pcratl,iran Pemerintah Nomor 12 ..Tahufl v
12019 - tentang ‘Pengelolaan Keuangan :'ﬁéefah,

B Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau

-antara rincian objek belanja dllakukan dengan cara

mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang‘v »

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja "
b bahwa }'sehubungén déngéﬁ d‘i‘tetapkanny‘a o
* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113
' Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
| dah:"Belahja ’Negara;: mal{a ‘dalam péngalokasiah |
belanja tefdapat pergeseran, i sehingga = perlu
~ dilakukan penyesualan kemball, . .
c. 'bahwa berdasarkan pertlmbangaﬁ sebagalmana
; dlmaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Sulawes1

~Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

‘Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun» -

| Anggaran 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawe31

- Tenggara Tahun Anggaran 202 1;



o
N

- Mengingat

. Undémg-Undang Nomor 13 Tahun 1964 te;itang.‘ |
. Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi'Utara-_‘, -
- Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-

,‘. Tenggara - Penetapan Peﬁiérintah, ' Penggan-ti‘ E

Undang-U'ndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang,> ‘

Pcmbentukan Daerah Tk.I Svul‘awesivTengah dan

Daerah Tk.I Sulawesi Tenggaré; dengan mengubah

Undang—Undahg :'_ Nomor 47 Prp. Tahun 1960

- tentang Pembenfukan Daerah Tingkat I Sulawe_si o
- Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi
‘Selatan-Tenggara {(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,‘vTambahan,b

Lembaran Nega‘ra', Republik Indonesia Nomor

. 2687);

4286),

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
- Keuangan Negara (lembaran Negara Republik
. ~ Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan','

N Lembaran Negara chubllk Indone31a Nomor"

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Republik Indonésia Tahun 2004 Nomor 5

Nomor 4355),

. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan P_embangunan Nasional

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan‘ Lémbaran»Negara .

~ Republik Indonesia Nomor 44210);

. Undang-Undang Nomor 33 ’I‘ahun 2004 tentang

Perxmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat |

. dan. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
"Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
~ . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

 Nomor4438);

‘_“\/_‘



é:’v6".;;7v;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang‘ ‘f :~

S Pajak Daerah dan Retr1bu51 Daerah (Lembaran[_/‘,-15::55 S

} .:"7 _Negara Repubhk Indone31a Tahun 2009 Nomorf .5;'-?,’:::::'-*‘7: |

| 130 Tambahan Lembaran Negara Repubhkfi_".‘ 2

L v'f‘» ?:U“dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang:’}:”"fj’_'h[ o
- Pemenntahan Daerah (Lembaran NegaraRepubhkﬁ._:"}v: o
Indone31a Tahun 2014 NOmor 244 Tambahan.‘f’: :

Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor: )

'f v};_5587) sebaga1mana telah d1ubah beberapa kah;.:'f};iﬂ _‘

| 'terakh1r dengan Undang Undang Nomor 11 ta_hun ) ;::
2 0 2 o tentang C1pta Kerja (Lembaran Negara‘

: Repubhk Indones1a Tahun 2020 Nomor 245
;_};';’_f"Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a5f;;tf :, v
‘;‘:::,‘:""‘Nomor 6573) ' S ‘ o

| Y:FY‘;:?‘:_;Y.Peraturan Pemenntah Nomor 109 'I‘ahun 2000::E L
.ﬁ:f:'itentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah:f" |
,."ff,bvdan ‘Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara':’-i_::'év
*'::;.‘fRepubhk Indonesw. Tahun 2000 Nomor 210,
b ’fjfszambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema:} 5_.;,:::“‘3 4

. "f?Nomor 4028),__ ENEE A IR -

'}:.“ﬁtﬁ,'.';Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 20051“5?
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layananf"v‘, DU
Umum sebaga_tmana telah dlubah dengan '.
- Peraturan Pemermtah nomor 74 Tahun 2012 o
o tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntahv.:‘”i.:f -

. Nomor 23 ‘Tahun 2005 tentang Pengelolaan,igff*”‘""

o ‘Keuangan Badan LaYanan Umum (Lembaran
',‘,Negara Repubhk Indones1a Tahun 2012 Nomor’i o
oan, Tambahan Lembaran Negara Repubhk i

SRR ;.vvaIndonema NomOl’ 5340)’ |




10.

11.

- tentang Standar Akunfansi Pemerintahan.

12,

13.
" tentang Hak Keuangan dan Administrasi

14,

Peraturan Péfnerintah Nomor 55 Tahun 2005 ,

tentang Dana Penmbangan (Lembaran Negara

‘Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123,»Tarﬁbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165),

Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017{

tentang  Pembinaan dan'v Pengawasan -

' Pényelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Nega_tfa Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 

Indone81a nomor 604 1);

73, Tambahan Lembaran Negara Republik -

Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2017;_

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

6057);

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan o

Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomorv,

Peraturan Pemermtah Nomor 33 Tahun 2018 |

'tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang"

Gubernur Sebagai - Wak11 Pemerlntah Pusat"‘

~ (Lembaran Negara Republik Indonesia - Tahun

2018, Tambahan Lembaran Negara Repubhk -

s,

Indone51a Nomor 6224),

Peraturan Pemermtah Nomor 12 ’I‘ahun 2019 .

tentang Pengelolaan | Keuangan Daerah |

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara vv
- Republik Indonesia Nomor 6322); '



16,

- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm v

Peraturan Pemerintah Nomor‘ 13 Tahun 2019

tcntang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negaraﬁ‘

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,

o Nomor 6323), |

a7
| Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran ’

Peraturan - Menteri Dalam “Negeri Nomof 16

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan =

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Menteri Dalam Negen Nomor 36 Tahun 2011

18.

19.

Cara Evaluas1 Rancangan Peraturan Daerah

‘Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
'tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan |
.Belanja Daerah  (Berita Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2011 Nomor 525)

‘Peraturan Menteri Dalam Negem Nomor 77
Tahun 2020 . tentang Pedoman  Teknis

" Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

}sebagaxman telah diubah dengan Peraturan .

'tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri

‘Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata -

3“tentang Anggaran. Pendapatan dan Belanja

Pe'ngélolaan‘ Keuangan_' Da¢rah (Berita Negara -

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

‘Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan

mvestas1 Pemermtah Daera.h (Benta Negarav

Repubhk Indonema Tahun 2012 Nomor 7 54),

o



,“:20. Pcraturan Menteri dalam Negeri Nor’norv‘:‘ 62

Tahun 2017 tentang = Pengelompokan |
Kemampuan :Keuangan Y"'Daerah éérta
Pelaksanaan dan Pertanggung]awaban Dana
Operaional (Berlta N egara Repubhk Indonema
Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri dalam Negcn Nomor 64

Tahun 2020 tentang Pedoman Peny'usunan

| 'Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 (Benta Negara Repubhk
'Indonesia Tahun 2020 Nomor 888),

22 Peraturan ' Menteri - Keuangan Norﬁbr
~ 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas
- Peraturan - Menteri Keuangan Nomor

'141/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana

~ Insentif Daerah (Berita Negara Repubhkv
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1237); '

© 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi >"1-‘éng'gara

 Nomor 8  Tahun 2008 tentang

Pokok- -pokok Pengelolaah Keuangan. Daerah |

(Lembaran Daerah Prov1n31 Sulawe31 Tenggara

- Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- _Menetépkan o PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
'/ : | KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI

TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG =

vPENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. '

Pasal 1
»’Ketentuan dalarn Lamp1ran I dan Lampn'an 1 Peraturan Gubernur

Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran

| Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Benta Daerah

e



- Prov1ns1 Sulawe51 Tenggara Tahun 2021 Nomor 2) yang telah beberapa kall ’

d1ubah dengan Peraturan Gubernur

a. Nomor 7 Tahun 2021 (Benta Daerah Prov1n31 Sulawe31 Tenggara Tahun e

2021 Nomor 7), -

b. Nomor 12 Tahun 2021 (Benta Daerah Provinsi Sulawe31 Tenggara
Tahun 2021 Nomor 12) :

D1ubah schlngga dlbaca sebagaimana tercantum dalam Lamplran yang

o merupakan baglan tidak terplsahkan dari Peraturan Gubernur ini.
| ‘ Pasa12 | |
Peféturah vG‘uberxﬁuvr‘ ini inuIéu’ ‘Be'ﬂaku péda tangga.l dlundangkan
o Agar setlap orang: rnengetahumya ‘memerintahkan pengundangan'

Peraturan ‘Gubernur ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah

Prov1n31 Sulawe31 Tenggara
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